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ABSTRAK 

Pembangunan jalan tol Jombang-Mojokerto merupakan pembangunan untuk 
mempermudah mobilitas kendaraan dari tempat ke tempat yang lain. Pembangunan jalan tol 

ini sudah sangat berlarut-larut terjadi karena adanya konflik antara warga dengan panitia 
pembebasan tanah. Permasalahannya ialah warga tidak mengizinkan tanahnya untuk 

dibebaskan karena adanya ketidaksepakatan harga ganti rugi yang diberikan. Pemberian ganti 
rugi juga sudah diatur dalam ketetapan kementrian keuangan, yakni sesuai anggaran yang 

telah direncanakan oleh pemerintah. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Dalam 
penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan dengan studi pustaka, observasi, dan 

wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik terjadi disebabkan 

ketidaksepakatan ganti rugi tanah antara warga dengan panitia pengadaan tanah. Analisis 
menggunakan perpektif konflik Ralf Dahrendolf yang melihat bahwa wewenang dan posisi 

dalam warga Desa Watudakon antara panitia pengadaan tanah untuk pambangunan jalan tol 
Jombang-Mojokerto memiliki perbedaan. 
 

Kata Kunci: Konflik Tanah, Pembangunan Jalan Tol, Ralf Dahrendolf, Kabupaten Jombang 
 

ABSTRACT  
The construction Jombang-Mojokerto highway road has been very protracted due to 

the conflict between the people and the land acquisition committee. The problem is not its 

citizens to be released due to disagreement over the price of compensation. Provision of 

compensation is also set in the provisions of the Ministry of Finance, which is in accordance 
with the budget that has been prepared by the government. This research uses qualitative 

methodology. In this research, used literature study and research method. The research 
method is used for primary data by doing field observation. The results of the study indicate 

a conflict due to disagreement between residents and the procurement committee. The 
analysis uses conflict theory by Ralf Dahrendolf who sees that authority and position 

Watudakon villagers land acquisition committees for construction of Jombang-Mojokerto 
Highway Road has a difference. 
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PENDAHULUAN 

Konflik tanah adalah konflik yang sering terjadi di Indonesia1, tidak terkecuali 

pembebasan tanah, seringkali menimbulkan konflik antara negara dengan masyarakat. Salah 

satunya adalah pembebasan tanah untuk pembangunan jalan tol, yang merupakan sekian dari 

                                                                 
1 Menurut catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), sepanjang tahun 2016 kemarin, terjadi 450 kasus 
konflik agraria. Dari beragam konflik yang ada, sektor perkebunan menjadi yang paling bermasalah dengam 
163 kasus (36,22%). Menyusul sektor properti dengan total 117 konflik (26%) dan sektor infrastruktur 
melengkapi tiga besar dengan 100 kasus (22,22%). 
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deretan konflik tanah yang ada2. Konflik terjadi karena masyarakat sekitar pembangunan 

jalan tol telah dirugikan oleh pemerintah sehingga mereka berusaha mempertahankan 

tanahnya3. 

Berpijak dari fenomena tersebut, adalah faktual dengan proyek pembangunan jalan tol 

Jombang-Mojokerto yang menggunakan tanah warga Desa Watudakon, Kecamatan 

Kesamben, Kabupaten Jombang. Singkatnya, proyek pembangunan jalan tol Jombang-

Mojokerto merupakan salah satu bagian dari proyek Tol Trans Jawa (Jakarta-Surabaya) yang 

berdasarkan keputusan Menteri Pekerjaan Umum. 

Tetapi faktanya, proyek pembangunan jalan tol Jombang-Mojokerto justru 

menimbulkan konflik, terdapat warga yang belum mengizinkan tanahnya untuk dibebaskan 

yang akan digunakan sebagai lahan untuk membangun jalan tol. Hal tersebut disebabkan 

pemberian uang ganti rugi tanah yang diberikan tidak sesuai dengan keinginan warga. Warga 

menginginkan harga yang tinggi berdasarkan luas tanah yang terkena ruas pembangunan 

jalan tol Jombang-Mojokerto. Tentu saja hal tersebut bertolak belakang dengan kenyataan di 

lapangan, Tim Pengadaan Tanah (TPT) telah memberikan penaksiran harga tanah sesuai luas 

tanah warga dan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) jalan tol Jombang-Mojokerto telah 

memberikan ganti rugi sesuai dengan kesepakatan harga yang telah disepakati dan 

berdasarkan luas tanah yang dimiliki oleh warga. 

Pemberian uang ganti rugi tersebut sesuai dengan ketetapan kementrian keuangan, 

yaitu sesuai anggaran yang telah direncanakan oleh pemerintah. Panitia Pengadaan Tanah 

untuk pembangunan jalan tol Jombang-Mojokerto berusaha melakukan pendekatan kepada 

warga yang menolak agar bersedia menerima uang ganti rugi dan melepaskan tanahnya. 

Tetapi bila warga tetap menolak, maka uang ganti rugi yang telah ditetapkan akan dilakukan 

eksekusi paksa pada tanahnya. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Penelitian oleh Dwi Erga Seprizal (2007) yang berjudul Pelakasanaan Pengadaan 

Tanah dan Ganti Ruginya dengan Rencana Pembangunan (Studi di Desa Ampeldento, 

Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur), menjelaskan tentang pelaksanaan 

pengadaan tanah dan ganti ruginya untuk pembangunan Jalan Lingkar Timur Kota Malang. 

Permasalahan yang diangkat adalah proses pelaksanaan pengadaan tanah. Penelitian tersebut 

tidak menjelaskan situasi konflik yang terjadi dalam proses pengadaan tanah yang dilakukan. 

Selanjutnya, penelitian yang berjudul Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Jalan Lingkar 

Kota oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri oleh Citraningtyas Wahyu Adhie menjelaskan 

tentang prosedur pengadaan tanah untuk Jalan Lingkar Kota (JLK) Kabupaten Wonogiri 

sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 j.o Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 

dan kesepakatan mengenai ganti rugi antara Pemerintah Kabupaten Wonogiri dengan pemilik 

tanah.  

Teori konflik dalam perspektif Ralf Dahrendorf menekankan pada analisa konflik 

dengan mengidentifikasi pelbagai peranan dan kekuasaan dalam masyarakat (1986:12). 

Menurut Ralf Dahrendorf masyarakat terbagi dalam dua kelas atas dasar pemilikan 

kewenangan dominan dan kelas yang tidak memiliki kewenangan dominan. Sehingga konflik 

                                                                 
2 Sejak 2013, pembangunan infrastruktur seringkali menjadi sumber konflik tanah. Dan Konsorsium 
Pembaruan Agraria (KPA) juga mencatat, ada 105 konflik agraria yang disebabkan proyek infrastruktur. Tahun 
2014, angkanya melonjak dua kali lipat lebih, menyentuh 215. 
3 Lihat Yeremia Sukoyo, Penyebab Berlarutnya Pembebasan Tanah untuk Jalan Tol. Diakses dari 
http://www.beritasatu.com/nasional/282386-ini-penyebab-berlarutnya-pembebasan-tanah-untuk-jalan-
tol.html 
 

http://www.beritasatu.com/nasional/282386-ini-penyebab-berlarutnya-pembebasan-tanah-untuk-jalan-tol.html
http://www.beritasatu.com/nasional/282386-ini-penyebab-berlarutnya-pembebasan-tanah-untuk-jalan-tol.html
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akan timbul dalam kehidupan sosial karena adanya pembagian kewenangan yang tidak 

merata. Konflik antara dua kelompok tersebut akan terjadi ketika kelas yang memilki 

kewenangan berusaha mengubah statusnya atau menentang status pemilik kewenangan. 

Konflik pembangunan jalan tol Jombang-Mojokerto membawa perubahan dalam 

masyarakat melalui pelbagai pertentangan yang terjadi secara terus-menerus. Konflik ini 

terjadi antara warga pemilik tanah yang terkena ruas pembangunan jalan tol dengan panitia 

yang terlibat pembangunan. Selain itu, relevansi teori konflik dengan penelitian ini adalah 

menjelaskan tentang perbedaan wewenang dan posisi yang dimiliki oleh setiap individu. 

Wewenang dan posisi antara panitia yang terlibat dalam pembangunan jauh lebih besar 

daripada warga pemilik tanah yang terkena ruas pembangunan jalan Tol Jombang-Mojokerto. 

Dalam penelitian ini, perbedaan kelas sosial terletak pada kewenangan yang dimiliki 

oleh panitia yang terlibat dalam pembangunan dan masyarakat pemilik tanah yang terkena 

ruas pembangunan jalan Tol Jombang-Mojokerto. Panitia yang terlibat dalam pembangunan 

memiliki kewenangan dominan. 

Teori konflik sesungguhnya menilai keteraturan yang terdapat dalam masyarakat 

disebabkan oleh adanya tekanan atau paksaan dari pihak yang berkuasa. Dalam konteks 

penelitian, warga tetap harus menerima uang ganti rugi yang telah ditetapkan dan protes yang 

dilakukan tidak akan membawa perubahan. Kewenangan yang dimiliki oleh panitia yang 

terlibat dalam pembangunan jalan tol lebih dominan daripada kewenangan yang dimiliki 

warga. Otoritas tersebut tidak terletak dalam diri setiap individu, melainkan terletak pada 

posisi. Jika posisi individu lebih tinggi, maka otoritas yang dimiliki lebih besar daripada 

individu yang memiliki posisi lebih rendah. 

Posisi panitia yang terlibat dalam pembangunan jalan tol lebih tinggi daripada warga 

pemilik tanah sehingga memiliki otoritas yang lebih besar. Dalam proyek pembangunan jalan 

tol, posisi tertinggi terdapat pada Menteri Pekerjaan Umum. Hal ini dikarenakan 

pembangunan jalan tol Jombang-Mojokerto merupakan proyek Tol Trans Jawa (Jakarta-

Surabaya) berdasarkan keputusan Menteri Pekerjaan Umum. Sehingga pembangunan harus 

tetap terlaksana meskipun terdapat pelbagai konflik saat berada di lapangan. 

 

KONFLIK YANG TERJADI PADA PEMBANGUNAN JALAN TOL 

Pembangunan jalan tol Jombang-Mojokerto menimbulkan pelbagai konflik, masih 

terdapat warga yang belum bersdia menerima uang ganti rugi yang telah disepakati. Ganti 

rugi yang belum sesuai merupakan alasan sebagian warga yang belum bersedia menerima 

uang ganti rugi yang telah disediakan. Namun hal ini bertolak belakang keputusan panitia 

yang terlibat dalam pembangunan Jalan Tol Jombang-Mojokerto, karena harga ganti rugi 

tanah yang diberikan kepada warga merupakan kesepakatan bersama. 

Sehingga beberapa pihak yang terlibat dalam pembangunan jalan tol Jombang-

Mojokerto berusaha mendekati warga tersebut agar bersedia menerima uang ganti rugi. 

Namun warga tersebut tidak bersedia menerima uang ganti rugi. Akhirnya pemerintah 

memutuskan bahwa uang ganti rugi tanah warga mengalami perubahan dengan syarat warga 

tersebut bersedia mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh panitia yang terlibat dalam 

pembangunan. Apabila warga tersebut tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah maka uang ganti rugi tanah tidak akan mengalami perubahan sesuai yang 

diinginkan. 

Namun, menurut salah satu warga yang belum bersedia menerima uang ganti rugi, 

pemerintah pusat hanya mengetauhi bila proses ganti rugi tanah telah selesai, padahal masih 

terdapat warga yang sampai saat ini belum bersedia menerima uang ganti rugi. Sehingga 

beliau akan tetap menuntut uang ganti rugi meskipun melalui proses yang cukup panjang.  

Selain itu, panitia pelaksana pembangunan juga melakukan perbaikan pada jalan-jalan 

desa yang mengalami kerusakan kerena pembangunan jalan tol Jombang-Mojokerto. 
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Kerusakan jalan disebabkan oleh aktivitas kendaraan proyek yang keluar masuk mengangkut 

material untuk pembangunan. Sehingga lama-kelamaan jalan di desa yang dilalui mengalami 

kerusakan. Namun, perbaikan jalan tersebut belum berjalan sepenuhnya, karena perbaikan 

jalan tersebut belum berjalan sepenuhnya, perbaikan jalan diprioritaskan di area sekitar jalan 

tol. 

Gagasan Ralf Dahrendorf tentang wewenang dan posisi dalam masyarakat 

menjelaskan pelbagai peran dan kekuasaan yang dimiliki oleh setiap individu. Dari peran dan 

kekuasaan tersebut mampu membedakan masyarakat dalam dua kelas yaitu kelas yang 

memiliki wewenang dominan dan kelas yang tidak memiliki wewenang dominan. Selain itu, 

otoritas yang dimiliki setiap individu juga memiliki perbedaan. Jika posisi individu lebih 

tinggi maka otoritas yang dimiliki setiap individu lebih besar daripada individu yang 

memiliki posisi lebih rendah. 

Apabila otoritas memegang peranan utama dalam masyarakat, maka posisi antar 

individu akan terlihat perbedaanya. Bahkan mampu menciptakan konflik antara satu sama 

lain jika tidak menggunakan otoritas yang dimiliki secara bijaksana. Oleh karena itu masing-

masing individu harus menggunakan otoritas yang dimiliki dengan baik. 

Dalam penelitian ini, perbedaan kelas sosial terletak pada kewenangan yang dimiliki 

oleh panitia yang terlibat dalam pembangunan dan masyarakat pemilik tanah yang terkena 

ruas pembangunan jalan tol Jombang-Mojokerto. Panitia yang terlibat dalam pembangunan 

memiliki kewenangan dominan. Namun, bagi masyarakat yang merasakan ketidakadilan 

dalam keputusan yang ditetapkan dapat melakukan protes sebagai bentuk perbedaan 

pendapat. 

Proyek pembangunan jalan tol Jombang-Mojokerto menimbulkan pelbagai konflik. 

Konflik ini disebabkan oleh beberapa individu yang mempunyai perbedaan pendapat dalam 

penetapan uang ganti rugi. Sehingga beberapa individu tersebut melakukan protes sebagai 

suatu tindakan untuk menentang ketidaksesuaian harapan dengan kenyataan yang terjadi. 

Teori konflik memandang keteraturan yang ada didalam masyarakat disebabkan oleh adanya 

tekanan atau paksaan dari pihak yang berkuasa 

Sosialisasi merupakan tahapan pertama yang dilakukan oleh P2T (Panitia Pengadaan 

Tanah) untuk pembangunan Jalan Tol Jombang-Mojokerto dengan tujuan untuk musyawarah 

dengan masyarakat mengenai rencana pembangunan Jalan Tol. Secara tidak langsung, 

kegiatan sosialisasi tersebut memperlihatkan bahwa otoritas yang dimiliki P2T (Panitia 

Pengadaan Tanah) untuk pembangunan Jalan Tol lebih besar daripada masyarakat karena 

mampu mengumpulkan masyarakat untuk musyawarah dan masyarakat juga bersedia datang. 

Setiap otoritas yang dimiliki harus dijalankan dengan baik dan sesuai agar tidak 

terjadi kesenjangan sosial. Jika kesenjangan terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, maka 

tujuan pembangunan tidak akan terlaksana dengan baik. Sehingga hubungan antara panitia 

yang terlibat dalam pembangunan jalan tol Jombang-Mojokerto harus terjalin dengan baik 

agar pembangunan cepat terlaksana dan selesai dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. 

Jika hubungan antara panitia yang terlibat dalam pembangunan dan warga tidak terjalin 

dengan baik, maka proses pembangunan akan menemui kendala. Sehingga pembangunan 

yang direncanakan tidak selesai tepat pada waktu yang telah ditentukan. Demikian penjelasan 

relevansi wewenang dan posisi dalam masyarakat dengan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti.  
 

MASALAH PEMBANGUNAN JALAN TOL 

Pembangunan jalan tol menimbulkan dampak bagi masyarakat, disisi lain kondisi 

jalan belum sepenuhnya mengalami perbaikan karena masih terdapat jalan rusak yang terkena 

proyek pembangunan jalan tol Jombang-Mojokerto. Sebagian besar warga merasa dirugikan 

dengan kondisi jalan yang masih rusak karena dapat merusak kendaraan yang digunakan, 
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terutama pada bagian ban kendaraan. Kondisi jalan yang seperti ini seharusnya juga 

diperbaiki seperti jalan yang lainnya, agar warga tidak merasa dirugikan. 

Harus ada komunikasi dan sikap terbuka antara panitia yang terlibat dalam 

pembangunan dan warga Desa Watudakon, agar pembangunan jalan tol Jombang-Mojokerto 

dapat berjalan dengan baik, tanpa merugikan salah satu pihak. Jika terdapat pihak yang 

dirugikan maka proses pembangunan akan terhambat dan tidak dapat berjalan sesuai rencana. 

Musyawarah atau konsesus merupakan salah satu jalan untuk menyelesaikan konflik yang 

terjadi. Apabila musyawarah atau konsesus belum mampu mengatasi konfik tersebut, maka 

setiap warga mempunyai kebebasan untuk menuntut keadilan yang sesuai dengan 

keinginannya. 
 

KESIMPULAN 

Pembangunan jalan tol Jombang-Mojokerto di Jombang menimbulkan konflik. 

Konflik terjadi antar pemerintah melalui panitia pengadaan tanah dengan warga yang 

tanahnya terkena ruas pembangunan. Pertama, warga yang menggunakan tanahnya untuk 

sumber ekonomi sehari-hari. Kedua, Pemerintah menggunakan tanah warga untuk 

pembangunan jalan tol dengan cara memberikan ganti rugi. Ketiga, warga menolak 

dikarenakan harga ganti rugi tanah tidak sesuai yang diinginkan. Keempat, pemerintah 

menerapkan sistem konsinyasi, yaitu uang ganti rugi tetap jalan dengan dititipkan di 

pengadilan. 

Konflik pembangunan jalan tol Jombang-Mojokerto berakar pada warga yang belum 

bersedia menerima uang ganti rugi yang telah ditetapkan oleh P2T (Panitia Pengadaan 

Tanah). Bagi warga, pemberian uang ganti rugi tanah yang ditetapkan oleh P2T untuk 

pembangunan jalan tol Jombang-Mojokerto belum sesuai dengan kesepakatan warga. 

Apabila warga tersebut tidak mengikuti prosedur, maka akan mengalami kesulitan sendiri 

dan tidak memperoleh uang ganti rugi sesuai dengan keinginannya. Sehingga untuk 

mengatasi konflik tersebut, pemerintah telah membuat prosedur yang harus dilakukan oleh 

warga sebagai alternatif penyelesaian konfliknya. Namun, konflik uang ganti rugi tanah tidak 

akan pernah selesai jika tiga warga tersebut masih mengunggat kenaikan harga tanpa 

mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Pemerintah dan warga memiliki wewenang dan 

posisi yang berbeda dalam proses pembangunan jalan tol Jombang-Mojokerto. Warga harus 

mematuhi keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah. Apabila ingin melakukan protes harus 

disertai dengan alasan dan aturan yang berlaku, yang melalui jalur hukum. Agar tidak terjadi 

konflik yang berkepanjangan. 

Selain itu perspektif Dahrendorf melihat bahwasanya wewenang dan posisi dalam 

warga desa Watudakon antara panitia pengadaan tanah untuk pambangunan jalan tol 

Jombang-Mojokerto memiliki perbedaan. Perbedaan terletak pada panitia pengadaan tanah 

memiliki wewenang dan posisi yang lebih besar daripada warga dalam proses pembangunan. 

Kemudian dialektika konflik kekuasaan antara panitia pengadaan tanah untuk pembangunan 

jalan tol Jombang-Mojokerto dan warga Desa Watudakon disulut oleh beberapa kepentingan 

yang berbeda. Panitia pengadaan tanah untuk pembangunan menjalankan kepentingan-

kepentingan untuk mencapai tujuannya, sedangkan warga hanya bisa tunduk pada kekuasaan 

pemerintah yang sedang menjalankan kepentingan masing- masing.   
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